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3
g. ;ir'spek Hukum Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Terhadap Cryptocurrency
o =
= gspek hukum pajak penghasilan telah mempertimbangkan bahwa aset kripto yang
o =
= o

se zg{in luas pertumbuhannya di masyarakat dianggap sebagai komoditas yang dapat

w0
-+

unp

'@itraﬁsaksikan di bursa berjangka sesuai dengan aturan perpajakan yang terdapat dalam
a2 =
ﬁera@ran undang-undangan di bidang transaksi perdagangan aset Cryptocurrency.

i "
c

gerdggangan aset kripto secara harian mencapai kisaran antara Rp 600 miliar hingga Rp

-] —
« =1

700 Q"liliar. Prediksi ini menyatakan bahwa jumlah tersebut akan terus meningkat setiap
3

2 : : . . . . .
tahul%lya sejalan dengan meningkatnya popularitas transaksi aset kripto di seluruh dunia.
Q

éengan popularitas aset kripto yang terus meroket di seluruh dunia, termasuk
=
Indogesia, kemungkinan besar aset kripto akan menjadi alat tukar yang dapat
diperglagangkan dan diakui sebagai pengganti mata uang. Permintaan terhadap aset kripto
pun semakin meningkat, yang berarti tingkat perdagangan kripto akan semakin tinggi.
Seb§um tahun 2022, belum ada peraturan terkait perdagangan aset kripto, namun pada 1
-

Me@022, Peraturan Menteri Keuangan terkait pemajakan aset kripto mulai diberlakukan.
-

2. %asar Hukum Aset Kripto
=

gamun, di negara maju di negara seperti El-Salvador, Bitcoin diakui sebagai alat
per@garan yang sudah disahkan oleh pemerintahannya. Perbedaan perlakuan terhadap
Bit<§;n atau Cryptocurrency di setiap negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan
perrgrintah dan nilai tukar valuta asing. Di Indonesia, PMK No 68/PMK.03/2022
mergatur tentang Pajak Penghasilan untuk Perdagangan Aset Kripto. Hal ini

A
dip%ﬁmbangkan karena aset kripto telah menjadi komoditas yang banyak diperdagangkan
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di masyarakat, sesuai dengan regulasi perdagangan berjangka yang berlaku. Sehingga,

per@ngan aset kripto di Indonesia telah dinyatakan sah.
T

Q
3. ’i_arif Pajak Penghasilan
©

=3

Q
T glenurut PMK No 68/PMK.03/2022, penghasilan dari perdagangan asset
= ~
gryp%currency akan dipajaki Pajak Penghasilan Pasal 22. Tarifnya adalah 0,1% dari nilai
‘g‘an@si aset kripto dan ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan
o 3
éczt_as :i,iarang Mewah (PPnBM). Pajak Penghasilan Pasal 22 bersifat final kecuali bagi
Benyé

nyglenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bukan Pedagang

sikfAset Kripto (PFAK), bagi mereka, tarifnya adalah 0,2% dari setiap perdagangan
=

uepgn-bu

ﬁsseg- Cryptocurrency. Ini juga tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak

-

3

Penjfialan atas Barang Mewah, kecuali jika mereka telah mendapat persetujuan dari
A
Q

pejal?t yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perdagangan
x

berjaggka komoditi. Penerimaan pendapatan dari perdagangan aset kripto oleh
=)

penyglenggara PMSE yang bertindak atas nama mereka sendiri akan dikenai PPh 21 sesuai

dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. zersyaratan Pajak
garena karakteristik pajak yang serupa di seluruh dunia, terdapat kecenderungan yang
seregm dalam penerapan pajak terhadap aset uang kripto. Syarat-syarat pajak terkait aset
krip‘z di Indonesia telah diatur sepenuhnya dalam PMK No 68/PMK.03/2022. Beberapa

pers%aratannya meliputi:
Kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dikecualikan untuk
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang memiliki ciri khusus
seperti layanan dompet elektronik (e-wallet), hanya mempertemukan penjual dan

pembeli aset kripto, serta tidak memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto.
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Penghasilan dari transaksi atau investasi dalam aset kripto seringkali terkena PPh,
dengan tarif yang berbeda.

Pajak transaksi dapat diterapkan pada keuntungan yang diperoleh dari penjualan
aset kripto dengan mempertimbangkan perbedaan harga beli dan jual, dengan tarif
yang bervariasi tergantung pada lamanya kepemilikan aset.

Ada juga pajak transaksi perdagangan yang khusus untuk transaksi jual beli aset
kripto, di mana setiap transaksi dapat dikenai pajak tertentu sesuai kebijakan
pajak negara.

Ketentuan pelaporan pajak terkait aset kripto juga berlaku, termasuk kewajiban
melaporkan transaksi, kepemilikan, dan penghasilan yang diperoleh dari aset

kripto sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tersebut.

4

egulasi Peraturan Terkait Aset Kripto di Indonesia

 BiaeULIOJu] Uep sIsig IS DL 181 W exdpyeH Q) o

M

=Pengaturan pajak terhadap perdagangan mata uang digital telah diberlakukan

A

meglui PMK No 68/PMK.03/2022 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi
)

Per@fagangan Aset Kripto. Selain itu, Bank Indonesia (BI) telah sebelumnya menegaskan

larangan penggunaan mata uang digital sebagai sarana transaksi atau pertukaran. Ini

diszbabkan oleh karakteristik kepemilikan dan fluktuasi harga Cryptocurrency yang tidak

=
daﬁt diprediksi. Permasalahan tentang kontrol pasokan juga muncul, terutama karena

cy

pegﬁintaannya berasal dari berbagai belahan dunia. Sehingga kita juga tidak dapat

m%lperkirakan nilai sebenarnya." Bl menegaskan bahwa Cryptocurrency tidaklah sesuai
)

unﬂk dipercayai untuk mendukung keuangan publik. Mereka juga mengatakan bahwa
=

peégunaan Cryptocurrency tidak layak untuk digunakan dalam transaksi yang bersifat

kritis. Pada akhirnya, BI menegaskan bahwa Cryptocurrency tidak layak untuk

3

dignakan dalam transaksi yang bersifat kritis.
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Di Indonesia, aturan terkait perdagangan aset kripto diatur di beberapa peraturan,

se@i yang diatur di Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur teknis

I

penyelenggaraan transaksi di pasar fisik aset kripto yang disebut PFAK di bursa
(o]

©
berjangka. Para pemilik aset kripto mendapatkan kewajiban untuk menandatangani

3
Ir =
=perjanjian tertulis dengan bursa berjangka untuk melakukan transaksi. Para pemilik aset
e
= w
o —
ﬂgkri];o juga mendapatkan hak untuk mengelola aset mereka sendiri. Pemerintah juga
= o
émegerapkan teknik pengawasan terhadap para pengelola aset kripto untuk mencegah
>3 -+
a &
ckejahatan. Misalnya, pemerintah mungkin mewajibkan bursa mata uang kripto untuk
a2
) n
m?lmegdaftar ke Otoritas Jasa Keuangan, melakukan pemeriksaan latar belakang
S o
g)kar%awannya, dan memberikan informasi keamanan yang diperlukan kepada
«Q =
pelah ggannya
4
6. ‘ESubjek Pajak Kripto di Indonesia
2
:Pasal 19 PMK No 68/PMK.03/2022 mengidentifikasi orang atau badan hukum yang
2
harfl,S membayar Pajak Penghasilan (PPh) terkait dengan Crypfocurrency. Hal ini
=
meliputi:
_a. Pihak yang menjual aset kripto. Ini merujuk pada individu atau entitas yang
=
7] . . . . .
e+ menjual aset kripto, seperti menjual mata uang kripto dengan keuntungan yang
-
=
' akan dikenai pajak.
%
gb. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan yang
7]
% beroperasi dalam transaksi kripto, seperti platform atau layanan perdagangan
=
_5.' kripto yang memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual.
o
§c. Penambang Aset Kripto (miner). Ini merujuk pada individu atau entitas yang

D uepj JIM) exype

melakukan proses penambangan kripto, yaitu kegiatan memvalidasi transaksi dan
menambahnya ke Blockchain untuk mendapatkan hadiah dalam bentuk kripto.

Mereka juga termasuk dalam kategori yang dikenakan pajak penghasilan.
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7. Pemungut Pajak Penghasilan Aset Kripto

Pengenaan pajak pada setiap transaksi yang terjadi dalam pertukaran aset kripto

eydin éeH

1'd

¥giepun 1bunpu
1g 3N}

22 dari transaksi aset kripto.

enelitian Terdahulu

dip%rlukanlah penengah atau pihak ketiga sebagai pengumpul PPh. Entitas yang
menyelenggarakan transaksi lewat sistem elektronik (PPMSE), baik dalam maupun luar
egeri, harus memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang telah disahkan sebagai

Peﬁgusaha Kena Pajak (PKP). Mereka bertanggung jawab atas pemungutan PPh Pasal

>

dapat segera menanggapi fenomena
ini.

"Yusuf  Afani,

 Marigi” R.U.D.
Tambunan
(2022)

Kebijakan
Penghasilan terhadap
Aset  Cryptocurrency
di Indonesia

Pajak

Tidak seperti
pengumpulan
data melalui
studi literatur,
metode yang
digunakan
adalah
kualitatif.

PMK No 68/PMK.03/2022
memutuskan kebijakan terkait pajak
pada aset kripto, termasuk Pajak
Penghasilan  (PPh). PPh akan
dikenakan pada pendapatan dari
transaksi jual beli aset kripto dan
kegiatan penambangan dengan tarif
serta prosedur yang juga diatur secara
Khusus.

2%

g Tabel 2. 1

% o, Penelitian Terdahulu

I\_iég Penulis Judul Penelitian Metode Hasil

. ; Penelitian

12 § RetnoZMawarini | Hukum Pajak | Metode Meskipun potensinya besar, negara
o Sukmariningsih, | Cryptocurrency di | penelitian masih belum sepenuhnya
~ 4 Agus=Nurudin, | Indonesia hukum mengoptimalkan penerimaan pajak
2 $Eko ~ Nursanty deskriptif dari transaksi investasi
- §(2022) normatif Cryptocurrency.

235 3 Sony Hartono, | Penerapan PPh | Metode Karena banyak indikasi menunjukkan
i Eg Riangs Budiarsih | terhadap Aset Kripto di | penelitian bahwa mayoritas investor kripto
© gr (2022) Indonesia deskriptif setuju dengan penerapan pajak kripto,
§ g': = kualitatif Direktorat Jenderal Pajak mungkin
£ 9
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Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka penelitian, penulis akan menjelaskan apa faktor-faktor yang berhubungan
Q
2
gan variabel yang telah ditentukan dan akan diteliti oleh penulis:

3
il. ;@set Cryptocurrency
éj %set ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi, tetapi aset seperti bitcoin dapat
O
é?englgkal inflasi dan juga devaluasi mata uang. Peneliti akan berfokus pada persepsi
S wn
%asérakat terkait peraturan pajak terkait aset Cryptocurrency di Indonesia
>3
g. Eerdagangan Aset Kripto
] wn
g E-erdagangan aset kripto merupakan hal yang legal di Indonesia. Hal ini dijelaskan
ﬁalal&zr‘l" Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan
Um1%1 Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang
Q

dinygakan bahwa aset ini merupakan aset yang bersifat komoditas yang dapat dijadikan
~

Subja< Kontrak yang telah disahkan oleh Bappepti.
=)

o)
3. Pajak Aset Kripto

Pajak aset kripto sudah diakui dan disebut dengan pajak capital gain. Pajak ini
dikeaakan pada beberapa situasi, termasuk penjualan aset kripto yang menghasilkan
keugungan, pembelian barang atau jasa dengan menggunakan aset kripto di mana nilai
pengelian barang tersebut melebihi modal awal yang digunakan untuk mendapatkan aset
kripg, dan kegiatan penambangan aset kripto yang menghasilkan sejumlah aset kripto
seba:gai imbalan atas hasil tambangnya atau sebagai pembayaran atas penyelesaian
tran-a?ksi kripto. Akibatnya, hasil tambang tersebut dianggap sebagai pendapatan yang

3
dikaakan pajak (Rodeck & Schmidt, 2021).

]
4. JKebijakan Pajak Asset Cryptocurrency di Indonesia

12
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Kebijakan pajak di Indonesia telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No

68/@(.03/2022. Penerapan Pajak Penghasilan pada aset kripto diatur secara khusus

T
dalan peraturan ini, termasuk tarif serta prosedur yang dijelaskan dengan rinci. Indikator
(o)

©
yanghdigunakan yaitu menggunakan hukum-hukum normatif yang berlaku di Indonesia.

I =
Kebijakan pajak aset Cryptocurrency dipengaruhi oleh para investor yang aktif
o)

dig

ﬁertrilsaksi di Indonesia sehingga perlu untuk mengembangkan variabel terkait kebijakan
Q)

rBuiig

. rp%akan di Indonesia. Peneliti juga akan meneliti respon masyarakat terkait kebijakan

1bu

: jakeasset Cryptocurrency di Indonesia.

ari penjelasan tentang variabel yang tidak terikat sehingga muncullah ilustrasi

pcIusig

f%gepum—ﬁuepug

Q
=2
rapgka yang diteliti yang dapat digambarkan seperti dibawah ini.

=h

o

3

= Gambar 2. 1

5

; Kerangka Pemikiran

=

n_x:' Hukum Pajak

- pada Persepsi atas
5 Crypfocurrency ] faat dan

risiko
. Penerapan PPh
a terhadap Penerapan :
Lo Cryptocurrency Pajak Persepsi,
& | keunfungan
)
Pajak di Fersepsi.
Indonesia | Kﬁ&dﬁm&m
terhadap aset e;u%wlxlse asel
Cryptocurrency kuipto

13

31D uen] MIM)| e)iew.ioju] uep sius



